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Abstract:  
This study aims to analyze the mechanism of debt transfer in the Civil Code, specifically regulated in Articles 1820 to 1825, 
which govern the transfer of debt responsibility from the old debtor to a new debtor with the creditor's consent. This study also 
examines the role of the guarantor in ensuring the fulfillment of the new debtor's obligations in the event of default. 
Additionally, this research compares the concept of debt transfer in Islamic law, known as hawalah, which is regulated in the 
Qur'an, Hadith, the DSN-MUI Fatwa, and the Islamic Banking Law. The study explores how hawalah offers flexibility 
in managing debts while adhering to the principles of justice, transparency, and public welfare in accordance with maqashid 
sharia. The methods used in this research include a descriptive approach to describe existing legal facts, a comparative study 
between Islamic law and civil law, and library research to gather data from various sources. The findings show that the 
transfer of debt in the Civil Code includes clear provisions regarding the rights and obligations of the parties involved, 
including the guarantor mechanism. In Islamic law, hawalah provides a flexible solution for debt transfer with more just and 
transparent principles. The study also finds that while the debt transfer mechanism has benefits, there are legal challenges and 
conflicts of interest that may hinder its effectiveness, requiring clear agreements and consent from all parties to prevent disputes. 
Keywords: Debt Transfer, Civil Code, Hawalah, Islamic Law 
 

 
Abstrak :  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengalihan hutang piutang dalam KUHPerdata, khususnya yang 
diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1825, yang mengatur pengalihan tanggung jawab utang dari debitur lama kepada 
debitur baru dengan persetujuan kreditur. Penelitian ini juga meneliti peran pihak penanggung dalam memastikan 
pemenuhan kewajiban debitur baru jika terjadi wanprestasi. Selain itu, penelitian ini membandingkan konsep pengalihan 
utang dalam hukum Islam, yaitu hawalah, yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, dan Undang-
Undang Perbankan Syariah. Penelitian ini mengupas bagaimana hawalah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan 
utang, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sesuai maqashid syariah. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fakta-fakta hukum yang ada, 
studi perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata, serta penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data 
dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hutang piutang dalam KUHPerdata mencakup 
ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, termasuk mekanisme penanggung. Dalam hukum 
Islam, hawalah memberikan solusi fleksibel untuk pengalihan utang dengan prinsip yang lebih adil dan transparan. 
Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun mekanisme pengalihan hutang memiliki manfaat, terdapat tantangan 
hukum dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu efektivitas implementasinya, sehingga memerlukan perjanjian yang 
jelas dan persetujuan semua pihak untuk mencegah sengketa. 
Kata Kunci: Pengalihan Hutang Piutang, KUHPerdata, Hawalah, Hukum Islam 
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PENDAHULUAN  

Hiwalah (الحوله) merupakan pengalihan hak dan kewajiban utang. Dalam hukum Islam, 

hiwalah diartikan sebagai pemindahan tanggung jawab utang dari satu pihak ke pihak lain, yang 

bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil dan efisien. Konsep ini 

mencerminkan prinsip syariat Islam yang memberikan pedoman bagi umat mukallaf dalam 

menjalankan transaksi serta membangun hubungan sosial yang harmonis (Hardiati & Januri, 

2021; Azis et al., 2021; Mariana & Amri, 2021).  

Hiwalah dalam hukum perdata di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme pengalihan 

utang yang mengatur hubungan antarindividu. Hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Sipil (KUHS), khususnya dalam Buku Ketiga yang membahas perikatan, 

termasuk aspek pengalihan hak dan kewajiban. Meskipun berasal dari sistem hukum yang 

berbeda, konsep hiwalah dalam hukum Islam memiliki keselarasan dengan mekanisme pengalihan 

utang yang diatur dalam hukum perdata, sehingga memungkinkan sinergi antara kedua sistem 

hukum ini (Octaviani, 2017).  

Pada praktiknya, hiwalah juga telah diadopsi dalam sektor perbankan syariah untuk 

memfasilitasi transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai akad tolong-

menolong (tabarru), hiwalah memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat, termasuk 

lembaga perbankan syariah yang berperan sebagai fasilitator pengalihan utang (Hardiati & Januri, 

2021; Fauzih, 2022). Akad ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan keadilan 

dan efisiensi dalam transaksi keuangan modern.  

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan baru dalam penerapan hukum 

Islam dan hukum perdata terus bermunculan, termasuk dalam konteks hiwalah. Kompleksitas 

interaksi sosial dan ekonomi saat ini menuntut adanya ijtihad kontemporer untuk 

mengakomodasi persoalan-persoalan yang belum diatur dalam nash maupun fiqh klasik (Badri, 

2022; Mustofa, 2013). Ijtihad ini diperlukan agar hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan 

secara adil sesuai dinamika sosial masyarakat modern (Sholeh, 2023).  

Dengan memahami dan menerapkan konsep hiwalah secara tepat, masyarakat tidak hanya 

dapat menyelesaikan persoalan utang-piutang secara adil, tetapi juga memperkuat integrasi antara 

hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep hiwalah, 

baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata, menjadi penting untuk mendukung 

pembinaan dan perkembangan kedua sistem hukum ini.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengalihan hutang piutang 

dalam KUHPerdata, khususnya yang diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1825. Penelitian ini 

bertujuan untuk memahami secara rinci ketentuan yang mengatur pengalihan tanggung jawab 

utang dari debitur lama kepada debitur baru, serta peran penting yang dimainkan oleh pihak 

penanggung dalam memastikan pemenuhan kewajiban debitur baru jika terjadi wanprestasi. 

Dengan memahami mekanisme ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

persyaratan, hak, dan kewajiban yang terlibat dalam pengalihan hutang piutang sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Metodologi penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada saat ini dan melaporkannya 

secara apa adanya, terutama terkait opini, peristiwa, atau proses yang sedang terjadi (Mariana & 
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Ibrahim, 2022; Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2020). Kedua, studi perbandingan 

dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum, yaitu 

hukum Islam dan hukum perdata, guna memahami penyebab terjadinya peristiwa atau kondisi 

tertentu (Azimi & Fanzudiah, 2022; Izwany & Jamal, 2021; Mariana, 2018). Ketiga, penelitian 

kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti kitab, buku, 

jurnal, dokumen, dan naskah terkait. Pendekatan ini bertujuan memperoleh informasi ilmiah 

berupa teori, metode, dan pendekatan yang relevan dengan pembahasan (Mariana, 2019; Nufiar 

et al., 2022).  

 

PEMBAHASAN  

Pengalihan Hutang Piutang dalam KUHPerdata 

Pengalihan hutang piutang adalah proses pemindahan tanggung jawab atas suatu utang 

dari satu pihak (debitur lama) kepada pihak lain (debitur baru) yang bersedia menanggung 

kewajiban tersebut. Proses ini juga melibatkan jaminan dari pihak ketiga, yang bertanggung jawab 

memenuhi kewajiban debitur apabila debitur gagal memenuhinya (Firdaus & Zulfikar, 2022). 

Menurut KUHPerdata, penanggungan adalah persetujuan di mana pihak ketiga 

mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya 

(Hidayah & Fahmi, 2022). Baihaqqi & Nuzula (2022) mendefinisikan pengalihan hutang sebagai 

pemindahan kewajiban dari debitur lama kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya. Dalam 

pengertian yang lebih spesifik, Bank Indonesia mendefinisikan pengalihan hutang sebagai akad 

pemindahan piutang nasabah dari satu pihak kepada bank (Ronaydi, 2023). 

Dasar hukum pengalihan hutang diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1820 hingga 

Pasal 1825, dengan ketentuan utama sebagai berikut: 

1. Pasal 1820: Penanggungan adalah perjanjian di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk 

memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal memenuhinya (Wati, 2023). 

2. Pasal 1821: Penanggungan hanya sah jika terdapat perikatan pokok yang sah (Musyafah, 

2020). 

3. Pasal 1422: Jika utang baru menggantikan utang lama, hak-hak istimewa dan hipotek yang 

terkait dengan utang lama tidak otomatis berpindah kepada debitur baru (Primadita & 

Haryono, 2021). 

Pengalihan hutang tidak hanya menyangkut pemindahan tanggung jawab, tetapi juga 

melibatkan pihak penjamin (penanggung), yang bertugas memastikan pemenuhan kewajiban jika 

debitur baru gagal melaksanakan kewajibannya (Mahmudah, 2023). Dalam praktiknya, pengalihan 

hutang sering digunakan dalam transaksi keuangan untuk mengalihkan beban utang dari satu 

pihak ke pihak lain, seperti pada perjanjian antara individu atau lembaga keuangan (Karpriana, 

2019; Dawati, 2023). 

Dengan demikian, pengalihan hutang piutang dapat disimpulkan sebagai mekanisme hukum yang 

memindahkan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain yang bersedia menanggungnya, 

dengan persetujuan kreditur dan jaminan dari pihak ketiga sesuai aturan yang diatur secara rinci 

dalam KUHPerdata. 
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Hawalah dalam Perspektif Hukum Islam 

Hawalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada pemindahan kewajiban 

utang dari satu pihak (debitur) kepada pihak lain (penanggung). Konsep ini memiliki landasan 

hukum yang kuat dalam syariah, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik dan 

kontemporer (Hardiati & Januri, 2021). Dalam konteks modern, hawalah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan didukung oleh Fatwa DSN-MUI 

Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa akad hawalah sah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah (Almavira et al., 2021). 

Dalam praktiknya, hawalah memungkinkan debitur mengalihkan kewajiban utangnya 

kepada pihak ketiga yang bersedia menanggung dan melunasi utang tersebut kepada kreditur 

(Nelly, 2021). Transaksi ini harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, 

yang menjadi fondasi utama dalam muamalah Islam (Ronaydi, 2023). Dalam konteks perbankan 

syariah, hawalah sering digunakan sebagai instrumen pengelolaan piutang atau pengalihan 

kewajiban pembayaran, dengan bank bertindak sebagai perantara untuk memastikan transaksi 

berlangsung sesuai syariah (Fanny, 2017). 

Hawalah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemindahan utang, tetapi juga sebagai 

alat untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang terlibat dan menciptakan stabilitas ekonomi. 

Dengan memberikan solusi yang fleksibel dan transparan, hawalah sejalan dengan maqashid 

syariah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerugian dalam masyarakat (Hardiati & 

Januri, 2021). Hawalah dalam hukum Islam adalah salah satu instrumen yang memungkinkan 

pemindahan kewajiban utang dari debitur kepada pihak ketiga (penanggung) yang bersedia 

menggantikan posisi debitur lama dan melunasi utang tersebut kepada kreditur. Konsep ini 

berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi dalam hubungan ekonomi, yang mana setiap 

pihak yang terlibat harus mendapatkan hak dan kewajiban yang jelas dan adil. Hawalah 

memungkinkan debitur untuk memperoleh keringanan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, 

dengan syarat pihak ketiga yang menjadi penanggung juga harus siap untuk mengambil alih beban 

utang tersebut tanpa adanya kerugian bagi pihak lain. 

Dalam prakteknya, hawalah menjadi instrumen yang penting dalam sistem perbankan 

syariah, terutama dalam hal pengelolaan piutang atau transaksi keuangan lainnya. Sebagai contoh, 

dalam bank syariah, hawalah digunakan untuk mengalihkan utang nasabah kepada bank, yang 

kemudian dapat membantu debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam konteks ini, bank 

bertindak sebagai perantara yang memastikan bahwa transaksi tersebut tetap sesuai dengan 

prinsip syariah, yaitu tidak ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian), yang 

semuanya dapat merugikan pihak yang terlibat. 

Selain itu, hawalah juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga hubungan baik antara pihak 

yang terlibat, serta untuk menciptakan stabilitas ekonomi dalam masyarakat. Dengan proses yang 

transparan dan adil, hawalah tidak hanya memastikan terpenuhinya kewajiban utang, tetapi juga 

berkontribusi pada pencapaian maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan luhur dalam syariah Islam 

seperti perlindungan terhadap harta, jiwa, keturunan, dan agama. Sebagai solusi yang fleksibel 

dalam memenuhi kewajiban utang, hawalah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan 

yang menjadi landasan dalam hukum Islam. 
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Dasar hukum hawalah dalam perspektif hukum Islam mencakup beberapa sumber utama 

yang membentuk kerangka legalitasnya. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasari 

penerapan konsep hawalah: 

1. Al-Qur'an 

Secara eksplisit, pengalihan utang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, namun prinsip 

umum mengenai kewajiban untuk memenuhi utang dapat ditemukan dalam beberapa 

ayat, seperti dalam Surat Al-Baqarah (2:282), yang mengatur tentang kewajiban menulis 

perjanjian utang piutang. Meski tidak langsung merujuk pada hawalah, ayat ini 

menunjukkan pentingnya kejelasan dalam transaksi utang piutang. 

2. Hadis 

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar penting dalam penerapan hawalah. 

Salah satu hadis yang sering dijadikan acuan adalah sabda Nabi: "Barangsiapa yang ingin 

melepaskan utangnya, hendaklah ia mempermudahnya." (HR. Bukhari dan Muslim). 

Hadis ini menekankan pentingnya penyelesaian utang dengan cara yang mempermudah, 

yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam hawalah. 

3. Fatwa DSN-MUI 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 12/DSN-

MUI/IV/2000 tentang hawalah memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dalam 

konteks hukum Islam di Indonesia. Fatwa ini menyatakan bahwa akad hawalah sah 

menurut syariah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang berlaku, yaitu adanya persetujuan 

dari semua pihak yang terlibat (debitur, penanggung, dan kreditur) dan tidak ada unsur 

penipuan atau ketidakadilan. 

 

Penanggungan dan Mekanisme dalam Pengalihan Hutang Piutang 

Penanggungan dalam pengalihan hutang piutang diatur secara tegas dalam KUHPerdata, 

yang menegaskan bahwa penanggung tidak dapat mengikatkan diri dengan tanggung jawab yang 

lebih berat dibandingkan dengan perikatan debitur (Mulyani et al., 2022). Selain itu, seseorang 

dapat menjadi penanggung tanpa permintaan debitur, dan penanggungan harus dinyatakan secara 

eksplisit sesuai dengan Pasal 1823 dan 1824 (Tjangkung, 2023). Jenis-jenis penanggungan meliputi 

jaminan kredit, jaminan bank, dan jaminan oleh lembaga pemerintah, yang masing-masing 

memiliki peran dalam mendukung pemenuhan kewajiban (Sari, 2014). Penanggungan dapat 

berakhir karena berbagai alasan, seperti percampuran utang ketika hak dan kewajiban bertemu 

dalam satu pihak, tindakan kreditur yang membebaskan penanggung, atau pembayaran sukarela 

oleh kreditur (Suryani & Prananingtyas, 2022). 

Mekanisme pengalihan hutang piutang melibatkan pihak-pihak seperti debitur lama, 

kreditur, debitur baru (penerima hawalah), serta utang yang ditransfer dengan akad yang jelas dan 

disepakati (Gausian, 2023). Proses ini diawali dengan pemberitahuan dari debitur lama kepada 

kreditur tentang rencana pengalihan utang, dan persetujuan dari kreditur menjadi syarat mutlak 

untuk melanjutkan proses tersebut. Selanjutnya, akad pengalihan utang dinyatakan secara tertulis 

atau lisan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku (Nugroho et al., 2021). 

Akibat dan problematika dalam pengalihan hutang piutang juga memiliki dampak hukum 

yang signifikan. Dalam bentuk delegasi, perjanjian aksesori seperti jaminan atau hipotek tetap 

berlaku meskipun utang telah dialihkan kepada debitur baru (Togatorop & Tambunan, 2020). 

Namun, dalam novasi subyektif pasif, perjanjian aksesori tidak dapat dipertahankan karena 
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perjanjian pokok telah berakhir (Amiati, 2023). Problematika yang sering muncul meliputi risiko 

hukum akibat perubahan pengurus perusahaan yang dapat memengaruhi keabsahan pengalihan, 

serta konflik kepentingan antara debitur lama, debitur baru, dan kreditur mengenai tanggung 

jawab masing-masing pihak (Rachmadayanti, 2023). 

 

SIMPULAN  

1. Pengalihan hutang piutang merupakan mekanisme hukum yang mengalihkan tanggung 

jawab utang dari debitur lama kepada debitur baru dengan persetujuan kreditur. Hal ini 

diatur secara rinci dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1820 hingga Pasal 1825, yang 

mengatur persyaratan dan hak-hak terkait, termasuk peran penanggung untuk memastikan 

pemenuhan kewajiban debitur jika terjadi wanprestasi. 

2. Dalam hukum Islam, pengalihan utang dikenal sebagai hawalah, yang memiliki landasan 

hukum kuat berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih, serta diatur dalam Fatwa 

DSN-MUI dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Hawalah memberikan fleksibilitas 

dalam pengelolaan utang, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, 

dan kemaslahatan sesuai dengan maqashid syariah. 

3. Pengalihan utang membawa dampak hukum signifikan, seperti keberlanjutan perjanjian 

aksesori dalam bentuk delegasi, atau pembatalannya dalam kasus novasi subyektif pasif. 

Namun, problematika seperti risiko hukum, konflik kepentingan, dan perubahan pihak-

pihak yang terlibat dapat memengaruhi efektivitas mekanisme ini, sehingga membutuhkan 

perjanjian yang jelas dan persetujuan semua pihak untuk menghindari sengketa. 

 

SARAN  

1. Untuk menghindari konflik dan masalah hukum dalam pengalihan hutang piutang, sangat 

disarankan agar setiap pengalihan utang dilakukan dengan perjanjian tertulis yang jelas dan 

mencakup semua aspek yang terlibat, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami dan menyetujui kondisi 

yang berlaku. 

2. Dalam pengalihan utang melalui hawalah, penting untuk memastikan bahwa prinsip 

keadilan, transparansi, dan kemaslahatan terjaga, terutama dalam transaksi yang 

melibatkan pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak bank atau lembaga keuangan yang 

bertindak sebagai perantara dalam hawalah harus memastikan bahwa prosedur yang 

dilakukan memenuhi ketentuan syariah dan memberikan manfaat bagi semua pihak. 

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengalihan hutang piutang, baik dalam konteks 

KUHPerdata maupun syariah, harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai 

risiko hukum yang mungkin timbul, terutama terkait dengan perjanjian aksesori dan 

perubahan dalam struktur perusahaan. Untuk itu, disarankan agar pihak-pihak yang 

terlibat mendapatkan konsultasi hukum yang tepat sebelum melakukan pengalihan utang. 
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